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Abstrak
 

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan salah satunya dengan cara jual beli, syarat agar dapat melakukan

pendaftaran peralihan hak melalui jual beli di kantor pertanahan adalah menggunakan bukti Akta Jual Beli

yang dibuat di hadapan PPAT yang berwenang. Namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan

proses balik nama atau perubahan kepemilikan sertipikat hak atas nama dari pemilik hak yang lama

(penjual) kepada penerima hak (pembeli). Adanya kewajiban untuk mendaftarkan setiap perubahan data

fisik maupun data yuridis tanah tanpa adanya sanksi bagi yang melanggar membuat penyelenggaraan tertib

administrasi terhambat dan tidak terpenuhinya asas publisitas. Kekuatan pembuktian pemilikan hak atas

tanah yang telah dibuat akta jual beli namun belum didaftarkan di kantor pertanahan serta urgensi penegakan

kewajiban balik nama demi terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan serta asas publisitas pun

dipertanyakan. Penelitian menggunakan metode doctrinal dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian

yang diperoleh adalah kekuatan pembuktian pemilikan hak atas tanah yang akta jual belinya belum

didaftarkan pada kantor pertanahan adalah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai

akta autentik tetapi kehilangan asas publisitasnya. Selanjutnya penegakan kewajiban melakukan balik nama

atas sertipikat tanah yang dibeli menggunakan akta jual beli demi terselenggaranya tertib administrasi

pertanahan dan asas publisitas sangat dibutuhkan supaya mengurangi resiko terjadinya sengketa di

kemudian hari dan melindungi pihak ketiga yang memiliki itikad baik untuk membeli tanah yang peralihan

haknya belum didaftarkan tersebut. Sanksi yang dapat diberlakukan dapat merupakan sanksi administratif

seperti teguran ataupun denda dengan jumlah tertentu.

......The transfer of rights to land can be done one way by buying and selling. The requirement to be able to

register rights through buying and selling at the land office is to use proof of the Sale and Purchase Deed

made before the authorized PPAT. However, there are still many people who do not carry out the process of

changing names or changing ownership of title certificates in the name of the old rights owner (seller) to the

rights recipient (buyer). The existence of an obligation to register every change in physical and juridical land

data without any sanctions for those who violate it makes the implementation of administrative order

hampered and publicity is not fulfilled. The strength of proof of ownership of land rights for which a sale

and purchase deed has been made but has not been registered at the land office as well as the urgency of

enforcing the obligation to transfer names for the sake of maintaining orderly government administration

and the principle of publicity are also examined. The research uses doctrinal methods with qualitative

analysis methods. The research results obtained are that the strength of proof of ownership of land rights for
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which the sale and purchase deed has not been registered at the land office is that the deed has perfect proof

power as an authentic deed but loses its publicity. Furthermore, enforcing the obligation to transfer names to

land certificates purchased using a sale and purchase deed in order to maintain orderly land administration

and the principle of publicity is very necessary to reduce the risk of future incidents and protect third parties

who have good faith in purchasing land whose rights protection has not been registered. . Sanctions that can

be imposed can be in the form of administrative sanctions such as warnings or fines of a certain amount.


